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ABSTRACT 

 
This research gave a description on the implementation of supervision 

conducted by The Regional House of Representatives (DPRD) on The Regional 
Government  in order to develop the implementation of a proportional supervision  
by DPRD on the Regional Government, therefore the good governance can be 
embodied. 

Background: the background of the research focus is malfunction of the 
supervision of DPRD on the Regional Leader along with the apparatuses causes 
the proliferation of deviating behavior by the regional in the forms of unclean 
actions and full of corruption, collution and nepotism (known as KKN). The 
centralization of power between the central government and the regiona 
government which is full of KKN causes a prolonged multi-dimentional crisis. 

This research is a juridical normative research. The selected location  is in 
DPRD of Boyolali Regency. The characteristics of this research is descriptive that 
according to Soerjono Soekamto is “a research that provides an initial data as 
carefully as possible  about human, condition or other symptoms”. Object of this 
research is The Supervisory Function of The Regional House of Representatives 
on The Regional Government in Creating A Clean Government Which is Free 
from Corruption, Collusion and Nepotism in Boyolali Regency. In this research, 
the writer used a qualitative method. 

The results of the research showed that the implementation of the 
supervision conducted by DPRD on the Regional Government had tasks 
according to their field, therefore, the main task and function among the 
membersin conducting the supervision task had been suitable with the code of 
conduct Number 1 of 2014 of DPRD of Boyolali Regency. The supervision is 
closely related to supremacy, therefore it needs a support pillar that covers a 
system of regulation, the legal implementation sistem, the legal supremacy 
officers, and the judicature system. The decision whether to accept or to reject is 
appropriate to the provision of article 6 paragraph (4) of the Government Rule 
Number 15 of 2015 that is considered as accepted. The main supervision should 
be based on the implementation of APBD (the Regional Budget) in which it 
becomes the responsibility of supervision by DPRD. The obstacles faced by 
DPRD of Boyolali Regency in implementing the supervisory function on the 
Regional Government are: 1) lack of understanding on the position, the task and 
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the authority as well as the rights of DPRD; 2) the limitation in experience and or 
education in the legal and government field; 3) the limitation in understanding the 
structure of relation among the government institutions; and 4) the attachment of 
personal interest, group interest and political interest. 
 
Keywords: the supervision of DPRD and good government 

 

A. PENDAHULUAN  

Berbagai permasalahan dalam otonomi daerah yang mengakibatkan DPRD 

tidak berfungsi baik sebagai badan legislasi, pengawas maupun penyalur aspirasi 

masyarakat. Penyebabnya adalah Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada 

DPR melainkan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, Kepala 

Daerah hanya berkewajiban memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada 

DPRD. Dengan demikian, akuntabilitas Kepala Daerah terhadap rakyat daerah 

tidak tampak. Dampak lebih jauh demokratisasi pemerintahan daerah tidak 

berkembang karena fungsi DPRD sebagai lembaga penentu kebijakan dan 

pengawas dibatasi. 

Dengan tidak berfungsinya pengawasan DPRD terhadap Kepala Daerah 

beserta perangkatnya mengakibatkan suburnya perilaku menyimpang dan aparatur 

daerah berupa tindakan yang tidak bersih dan penuh dengan korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN). Sentralisasi kekuasaan antara pusat dan daerah yang penuh 

dengan KKN mengakibatkan knits' multi dimensional yang berkepanjangan. 

Ketidakpuasan dan tuntutan untuk adanya perubahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan diakomodir oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

dengan menertibkan ketetapan mengenai otonomi daerah yaitu TAP MPP No. 

XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pengaturan, Pemberian 
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dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan 

Keuangan dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pada hakekatnya tuntutan reformasi adalah dikembalikan hak-hak rakyat 

selaku pemegang kedaulatan agar pemerintah melaksanakan kewajibannya secara 

baik, benar dan bertanggung jawab. Dengan demikian DPRD selaku wakil rakyat 

seharusnya yang dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan 

eksekutif atau pemerintah daerah agar dapat diwujudkan aparatur pemerintah 

daerah yang bersih dan bebas dari KKN sehingga hak-hak rakyat dapat terpenuhi.  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari perkembangan peraturan tersebut, DPRD terjadi perubahan tugas 

DPRD dalam fungsi pengawasan sehingga dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintahan daerah? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD 

di Boyolali? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan yang 

dilakukan oleh DPRD tethadap Pemerintah Daerah dan guna mengembangkan 

pelaksanaan pengawasan yang proporsional oleh DPRD terhadap Pemerintah 

Daerah sehingga dapat diwujudkan ketata pemerintahan yang baik (good 

governance). 
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D. METODE PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih adalah di DPRD Kabupaten Boyolali. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu 

penelitian yang menggunakan atau melakukan pembahasan terhadap 

kenyataan atau data yang ada dalam praktek untuk selanjutnya dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

3. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif menurut Soerjono Soekamto dalam buku 

metode penelitian hukum dijelaskan bahwa “penelitian yang memberikan data 

awal yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala 

lainnya”. Obyek penelitian adalah fungsi pengawasan dewan perwakilan 

rakyat daerah terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur yang 

bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Kabupaten Boyolali. 

 

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dari 41 anggota komisi DPRD dalam melakukan tugas pengawasan 

seperti yang diamanahkan oleh Tata Tertib No. 1 Tahun 2014 DPRD yakni 

masing-masing sesuai dengan tupoksinya menjalankan pengawasan dan sesuai 

dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2015, dapatlah dijelaskan 

bahwa masing-masing mempunyai tugas sesuai dengan bidang komisi dalam 

membidangi badan, dinas, kantor, unit-unit lain sebagai unsur pelaksana 
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pemerintah daerah sehingga tupoksi di antara masing-masing anggota baik dalam 

melakukan tugas di budgeting, legislasi, dan pengawasan telah sesuai dengan tata 

tertib No. 1 Tahun 2014 DPRD Kabupaten Boyolali dan amanah Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2015.  

Sebagaimana tertuang dalam peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 

2014 pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Boyolali pengawasan 

terhadap 1) pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan 

lain; 2) pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah; 3) pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 4) kebijakan Pemerintah Daerah, dan 5) 

pelaksanaan Kerjasama International di Daerah. 

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan 

perundang-undangan lain dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana tabel 

berikut : 

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda dan 
Peraturan Perundang-Undangan Lain 

 

No Tahun

Macam Kegiatan 

Konj 
Komisi 

Rapat 
Kerja 

Komisi

Rapat 
Kerja 

Gabungan 
Komisi 

Penerimaan 
Aduan 

Pembentukan 
Pansus 

1. 2013 29 31 - - - 
2. 2014 55 53 1 - 4 
3. 2015 45 27 4 - - 
4. 2016 23 25 - 3 3 

 

Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Bupati dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Keputusan Bupati 
 

No Tahun

Macam Kegiatan 

Konj 
Komisi 

Rapat 
Kerja 

Komisi

Rapat 
Kerja 

Gabungan 
Komisi 

Penerimaan 
Aduan 

Pembentukan 
Pansus 

1. 2014 119 12 1 - - 
2. 2015 121 9 3 18 5 
3. 2016 97 11 - 12 2 

 

Pelaksanaan pengawasan supaya terwujud amanah otonomi daerah yang 

bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme tentunya harus dijalankan secara profesional, 

sehingga timbulnya kendala tidak pada hakekat penyelenggaraan administrasi yag 

baik dalam otonomi daerah. Kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Boyolali 

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah antara lain : 1) 

kurangnya pemahaman tentang kedudukan, tugas dan wewenang serta hak-hak 

DPRD; 2) keterbatasan pengalaman dan atau pendidikan dalam bidang hukum dan 

pemerintahan; 3) terbatasnya pemahaman tentang struktur hubungan antar 

lembaga pemerintahan; dan 4) melekatnya kepentingan pribadi, kelompok dan 

politik. 

 

F. KESIMPULAN 

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah 

daerah mempunyai tugas sesuai dengan bidangnya sehingga tupoksi di antara 

masing-masing anggota baik dalam melakukan tugas di budgeting, legislasi, 

dan pengawasan telah sesuai dengan tata tertib No. 1 Tahun 2014 DPRD 

Kabupaten Boyolali. Pengawasan berkait erat dengan supremasi harus 
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sehingga dibutuhkan pilar penyangga yang meliputi sistem peraturan 

perundang-undangan, pelaksana hukumnya, penegak hukumnya, dan sistem 

peradilan. Keputusan menerima atau menolak maka sesuai dengan ketentuan 

pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 dianggap 

diterima. Dalam hal materi pengawasan yang utama seharusnya mendasarkan 

pada pelaksanaan APBD sedangkan yang menyangkut kinerja juga berkisar 

pada kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta program-program yang 

menjadi tanggungjawab pengawasan DPRD. 

2. Kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan fungsi 

pengawasan terhadap pemerintah daerah antara lain : 1) kurangnya 

pemahaman tentang kedudukan, tugas dan wewenang serta hak-hak DPRD; 2) 

keterbatasan pengalaman dan atau pendidikan dalam bidang hukum dan 

pemerintahan; 3) terbatasnya pemahaman tentang struktur hubungan antar 

lembaga pemerintahan; dan 4) melekatnya kepentingan pribadi, kelompok dan 

politik. 
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